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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Kinerja Dan Penilaian Kinerja 

Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan standar 

yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah 

sebuah hasil kerja, baik hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
 1 

Selain itu kinerja juga 

bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama.
2
 

Penilaian kinerja suatu perusahaan terutama perusahaan yang 

bergerak di sektor keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau 

metode diantaranya : 

a. Metode Capital, Assets Quality, Management, Earning dan 

Liquidity (CAMEL),  

                                                             
1
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2002), 22. 
2
 Vethzal Rivai dan Basri, Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja 

Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 

50. 
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b. Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and 

Capital (RGEC),  

c. Metode Balanced Scorecard 

d. Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan. 

 

2. Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif  

Dalam ilmu hukum dikenal dikenal terdapat dua jenis hukum yaitu:  

a. Ius constitutum, adalah hukum yang berlaku saat ini atau di masa 

sekarang.  

b. Ius constituendum, merupakan hukum yang masih harus di 

tetapkan, hukum yang akan datang atau bisa dikatakan sebagai 

hukum yang dicita – citakan.
3
 

Istilah hukum positif Indonesia merujuk pada pengertian ius 

constittutum. Hukum positif dapat juga diartikan sebagai kumpulan 

dari asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini 

sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan 

oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
4
  

Ada beberapa unsur – unsur hukum positif Indonesia, yakni:  

a. Pada saat ini sedang berlaku 

b. Mengikat secara umum atau khusus 

c. Ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan 

d. Berlaku dan ditegakkan di Indonesia. 

                                                             
3
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 120. 

4
 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1. 
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Salah satu contoh hukum positif yang tertulis yang ada di 

Indonesia yaitu hadir dalam bentuk “Peraturan Perundang – 

Undangan”. Peraturan perundang – undangan merupakan peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang – Undangan. 

Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan 

terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5 

Selain ke tujuh poin tersebut, Peraturan Perundang – Undangan 

juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 

                                                             
5
 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan 
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badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 

Desa atau yang setingkat. Semua jenis Peraturan Perundang – 

Undangan  tersebut juga mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6
 

Kinerja koperasi yang beroperasi atas dasar sistem bunga maupun 

non–bunga adalah penggambaran terhadap kemampuan koperasi 

dalam memediasikan diri sebagai banknya rakyat miskin,  menyentuh 

lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan 

formal (bank).
7
  

Hukum positif yang dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian 

kinerja suatu koperasi di Indonesia yaitu : 

a. Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian 

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 

20/Per/M.KUKM/XI/2009. Peraturan ini digunakan untuk menilai 

kinerja koperasi konvensional. 

b. Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Peraturan 

ini digunakan dalam mengukur kinerja koperasi yang 

menggunakan konsep non – bunga atau koperasi syariah. 

                                                             
6
 Ibid. 

7
 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84. 
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Pada tahun 2016 kedua Peraturan Menteri (Permen) diatas tidak 

lagi berlaku, hal ini karena terbitnya Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

yang khusus mengatur penilaian kinerja koperasi. Peraturan Deputi 

yang dimaksud yaitu :  

a. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang 

pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit 

simpan pinjam koperasi. 

b. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang 

pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah koperasi. 

Seperti dalam lembaga keuangan bank, istilah “kinerja” bisa 

digantikan dengan istilah “kesehatan”. Kesehatan Koperasi adalah 

kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, 

kurang sehat dan tidak sehat.
8
 Kriteria penentuannya, yaitu : 

Predikat Kesehatan Koperasi  : Skor 

 Sehat : 81 – 100 

 Cukup Sehat : 66 – 80 

 Dalam Pengawasan  : 51 – 65 

                                                             
8
 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. 
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 Dalam Pengawasan Khusus  : 0 – 50 

 

3. Kinerja Dan Penilaian Kinerja Dalam Islam 

Dari konsep iman, ilmu dan amal saleh, karakteristik kinerja atau 

etos kerja islami adalah sebagai berikut: 

a. Kerja Merupakan Penjabaran Aqidah 

Etos kerja dalam Islam merupakan pancaran keyakinan orang 

muslim dan muslimah bahwa kerja berkaitan dengan tujuan 

mencari ridha Allah, yakni dalam rangka ibadah. 

Kerja berlandaskan niat beribadah hanya kepada Allah adalah 

salah satu katrakteristik penting etos kerja Islami yang tergali dan 

timbul dari karakteristik yang pertama (kerja  merupakan 

penjabaran aqidah). Karakteristik ini juga menjadi sumber 

pembeda etos kerja Islami dari etos kerja lainnya. 

b. Kerja Dilandasi Ilmu 

Pemahaman akal dengan dinamika sifat-sifatnya terhadap 

wahyu merupakan sumber penyebab terbentuknya aqidah dan 

sistem keimanan yang pada gilirannya dapat menjadi sumber 

motivasi terbentuknya etos kerja islami sekaligus menjadi sumber 

nilai. 

Kerja  dilandasi  keimanan   yang  benar  pada    hakikatnya 

memang amat penting, agar kerja terkendali oleh tujuan yang  

luhur. Tanpa iman kerja dapat menjadi hanya berorientasi pada 

pengejaran materi. Kemungkinan besar hal itu akan melahirkan 
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keserakahan, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dan orang 

lain. Dalam pada itu, tanpa ilmu iman mudah menjadi salah arah 

dan tergelincir, karena dilandasai pemahaman yang tidak 

proporsional. Jadi iman, ilmu dan kerja dalam rangka mewujudkan 

amal ibadah, ternyata masing-masing memang memainkan peranan 

urgen bagi yang lain. 

c. Kerja Dengan Meneladani Sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk 

Nya. 

Orang beretos kerja islami menyadari potensi yang 

dikaruniakan dan dapat dihubungkan dengan sifat-sifat Ilahi pada 

dasarnya  merupakan  amanah  yang  mesti  dimanfaatkan   sebaik-

baiknya secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran (Islam) 

yang ia imani. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis-hadis Rasul SAW 

jelas tidak sedikit yang menyuruh atau mengajarkan supaya orang 

Islam    giat    dan    aktif    bekerja.    Artinya,    agar    mereka giat 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, 

sekaligus memanfaatkan sunatullah di alam ini. 

Dari meneladani sifat – sifat Ilahi dapat digali sikap hidup 

aktif, kreatif, tekun, konsekuen, adil, kerja didukung ilmu 

pengetahuan dan teknologi, visioner, berusaha efektif dan efisien, 

percaya diri, dan mandiri.
9
 

 

                                                             
9
 Ahmad Janan Asifudin, Etos Kerja Islami, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004). 
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4. Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam 

Kinerja atau prestasi kerja sangat berkaitan erat dengan usaha, 

kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan dalam 

sebuah organisasi sebagai perwujutan dari fungsi manajerial yang 

dilakukan menajer baik dalam merencanakan, mengarahkan, dan 

mengendalikan organisasi.
10

 

Kinerja koperasi dalam perspektif hukum islam dapat diketahui 

salah satunya dengan melihat kemampuan koperasi tersebut dalam 

memenuhi setiap poin yang menjadi tujuan sistem koperasi syariah. 

Beberapa tujuan sistem koperasi Syariah
11

 tersebut, yaitu :
 
 

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral 

Islam. 

َٰٓأيَُّهاَ ا فيِ  ٱلىَّاس   يَ  ل ىاْ مِمَّ ضِ ك  سَأ ىاْ  ٱلۡأ ا وَلََ حخََّبعِ  لٗا طَيِّبا حَلَ 

ثِ  ط ىَ  هِ  خ  طَ  يأ بيِهٌ  ۥإوَِّه   ٱلشَّ   ٨٦١لكَ مأ عَذ و ّٞ مُّ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu.” (QS. Al – Baqarah : 168) 12
 

 

b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. 

َٰٓأيَُّهاَ ا  ٱلىَّاس   يَ  ىبا ك مأ ش ع  ىَ  ه رَكَشٖ وَأ وثىَ  وَجَعَلأ ك م مِّ ىَ  إوَِّا خَلقَأ

شَمَك مأ عِىذَ   إنَِّ أكَأ
 
اْ ِ وَقبَآََٰئلَِ لخِعََاسَف ىَٰٓ ك مأ  إنَِّ  ٱللَّّ قىَ  َ أحَأ عَليِمٌ  ٱللَّّ

  ٨١خَبيِشّٞ 

                                                             
10

 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 83. 
11

 Ibid, 14. 
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004). 
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
 

(QS. Al – Hujarat : 13)
 13

 

 

c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama 

anggota koperasi disesuaikan dengan besaran kontribusi masing – 

masing anggota. 

مَجَ سَ  أهَ مأ  ىنَ سَحأ سِم  عِيشَخهَ مأ فيِ يقَأ ىهَ م مَّ ىاَ بيَأ ه  قسََمأ بِّكَ  وحَأ

ةِ  حَيىَ  ياَ   ٱلأ وأ جٖ لِّيخََّخِزَ  ٱلذُّ ضٖ دَسَجَ  قَ بعَأ ضَه مأ فىَأ ىاَ بعَأ وَسَفعَأ

ىنَ  مَع  ا يجَأ مَّ شّٞ مِّ مَج  سَبِّكَ خَيأ اۗ وَسَحأ شِي ا ا س خأ ضا ه م بعَأ ض    ١٣بعَأ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az 

– Zukhruf : 32).
 14

 

 

d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan 

pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk 

dan beribadah kepada Allah. 

ههَ   لمِأ وَجأ ِ إلِىَ  َۥٰٓ ۞وَمَه ي سأ سِهّٞ فقَذَِ  ٱللَّّ حأ سَكَ وَه ىَ م  خمَأ  ٱسأ

وَةِ بِ  شأ ع  قىَ ۗ  ٱلأ ثأ ى  ِ وَإلِىَ  ٱلأ قبِتَ   ٱللَّّ ىسِ عَ    ٣٣ ٱلۡأ م 

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, 

sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia 

                                                             
13

 Ibid,. 
14

 Ibid,. 
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telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya 

kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.” (QS. Lukman : 

22).
15 

 

5. Syirkah 

a. Pengertian Syirkah 

Secara bahasa musyarakah atau syirkah berarti al-ikhtilath 

(campur atau percampuran)
16

. Percampuran yaitu bercampurnya 

salah satu dari dua harta dengan harta lain, tanpa dapat dibedakan 

antara keduanya. 

Secara terminologi ada beberapa pendapat mengenai 

pengertian syirkah, diantaranya: 

1) Menurut Malikiyah : “Pengkongsian adalah izin untuk 

mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang 

secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya salaing 

mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan 

harta milik keduanya, namun masing-masing memiliiki hak 

untuk bertasharryf.” 

2) Menurut Hanabilah : ”Perhimpunan adalah hak (kewenangan) 

atau pengolahan harta (tasharryf).” 

3) Menurut Syafi`iyah : “Ketetapan hak pada sesuatu yang 

dimiliki dua orang atau lebihdengan cara yang masyur 

(diketahui).” 

                                                             
15

 Ibid,. 
16

 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002),125. 
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4) Menurut Hanafiyah : “Ungkapan tentang adanya transaksi 

(akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan 

keuntungan.”
17

 

Maka dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah Kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
18

 

b. Landasan Hukum Syirkah 

1) Al-Qur‟an 

اْ أَ  ... ثشََ فإَنِ كَاو ىَٰٓ شَكَآَٰء  فيِ  كأ لكَِ فهَ مأ ش    ٨٣ ... ٱلثُّل ثِ  مِه رَ 
 “.... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...” 

(QS. An-Nisa`:12)
19

 

Ayat ini menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya 

perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja perkongsian 

dalam ayat ini terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. 

2) Al-Hadist 

Sabda nabi: 

ان الله يقول انا ثالث الشريكين مالم يخن :عن ابى هريرة رفعه قال 

 ..... احدهما صاحبه

                                                             
17

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184. 
18

 Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid ( Jakarta: Darul-

Qalam, 1998), 253-257. 
19

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 185. 
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“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Bersabda: Sesungguhnya 

Allah Berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang 

berserikat selama salah satunya tidak menghiyanati lainnya” 

(HR. Abu Daud 2936, dalam kitab Al-Buyu‟ dan Hakim) 

 

Hadist qutsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada 

hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling 

menjunjung tinggi amanah, kebersamaan dan menjahui 

pengkhiyanatan.  

Selain itu hadits diatas juga bermaksud bahwa Allah SWT 

akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan 

menurunkan berkah pada pandangan merekan. Jika salah 

seorang yang bersekutu tersebut mengkhiyanati temannya, 

maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan 

keberkahan tersebut. 

 

c. Jenis – Jenis Syirkah 

Berbagai bentuk syirkah dan pandangan ulama mengenai 

syirkah dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Macam – Macam Syirkah Dan Pandangan Ulama mengenai Syirkah
20

 

Syirkah  Hanafi  Maliki  Syafi‟I  Hambali  

1) Al-Milk         

                                                             
20

 Ascarta, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. rajaGrafindoPersada, 2007), 50. 
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2) Al-Aqd 

        a) Al-„Inan 

b) Al-Mufawadhah         

c) Al-„Amal         

d) Al-Wujuh         

Catatan :  

 Maksudnya: ulama setuju.  

 Maksudnya: ulama tidak setuju. 

Penjelasan : 

1) Musyarakah kepemilikan (Al-Milk); tercipta karena warisan, 

wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan 

satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini 

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset 

nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset 

tersebut.
21

 Pengkongsian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Syirkah Ijbariyah, yaitu syirkah yang terjadi tanpa adanya 

kehendak diantara masing-masing pihak. 

b) Syirkah Ikhtiriyah, yaitu syirkah yang terjadi karena 

adanya kehendak atau perbuatan dari pihak-pihak yang 

berserikat.
22

 

                                                             
21

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Darul-Fikr,1997), 3881. 
22

 Ghufran A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta:  PT.RajaGrafindo Persaada, 2002), 

193. 
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2) Musyarakah akad (Al-Aqd) ; tercipta dengan cara adanya 

kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap 

orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 

Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
23

 Secara 

umum pengkongsian ini dibagi menjadi beberapa macam 

yaitu: 

a) Syirkah Al-„Inan, yaitu persekutuan dimana posisi dan 

komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah 

tidak sama, baik dalam bentuk modal, pekerjaan maupun 

dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
24

 Syirkah Al-

„inan adalah satu-satunya bentuk syirkah yang disetujui 

oleh ke-empat madzab.  

b) Syirkah Al-Mufawadhah, yaitu persekutuan dimana posisi 

dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah 

sama, baik dalam bentuk modal, pekerjaan maupun dalam 

hal keuntungan dan resiko kerugian.
25

 

Dalam syirkah ini ada syarat yang harus terpenuhi 

diantaranya: 

 Persamaan dalam harta (jumlah modal) 

 Persamaan dalam tindakan. 

 Persamaan dalam agama. 

                                                             
23

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Darul-Fikr,1997) ,3881. 
24

 Ghufran A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual ..., 194. 
25

 ibid. 



35 
 

 
 

 Masing-masing sekutu adalah penjamin bagi yang lain 

dalam pembelian atau penjualan yang diadakannya.
26

 

Ulama Syafi‟I dan Hambali tidak menyetujui adanya 

syirkah ini dikarenakan terwujudnya persamaan dalam 

suatu persekutuan adalah sesuatu hal yang sulit karen 

didalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan.
27

 

c) Syirkah Al-„Amal, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau 

lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
28

 Ulama Syafi‟I 

tidak memperbolehkan syirkah ini karena suatu kerjasama 

(syirkah) hanya berkaitan dengan harta, bukan pekerjaan. 

Selain itu pekerjaan juga tidak dapat ditentukan batas-

batasnya karena kapasitas kerja tidak bisa diketahui secara 

pasti oleh pihak lain.
29

 

d) Syirkah Al-Wujuh, yaitu persekutuan dua dua pihak 

pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-

masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan 

menjalankan usahanya hanya berdasarkan kepercayaan 

pihak ketiga.
30

 Ulama Syafi‟I dan ulama Malaiki tidak 

menyetujui syirkah ini karena suatu kerjasama (syirkah) 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tth), 246. 
27

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,....,247. 
28

 Ghufran A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual ..., 194. 
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 Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad 

Pertengahan, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 1xxviii. 
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hanya didasarkan pada nilai harta dan kerja dan dalam 

syirkah al-Wujuh ini tidak ada kedua unsur tersebut.
31

 

d. Rukun dan Syarat Syirkah (Al-Aqd) 

1) Ada Ijab Qabul (Sighat). Disyaratkan harus jelas dan 

menggunakan lisan (ucapan) 

2) Ada pihak yang berserikat. Disyaratkan berakal sehat, baligh 

dan merdeka. 

3) Ada objek akad; meliputi investasi (harta), kerja, dan nisbah 

bagi hasil. Harta yang digunakan dalam proyek (usaha) harus 

memenuhi syarat: 

a) Harta (modal) yang dijadikan objek akad syirkah adalah 

dari alat pembayaran (nuqud). 

b) Harta (modal) harus ada ketika akad syirkah. 

Sedangkan pembagian kerja dan nisbah bagi hasil syaratya 

harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. 

 

e. Mengakhiri (Batalnya) Syirkah 

1) Salah satu pihak membatalkan akad syirkah. 

2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf 

(mengelola harta). 

3) Salah satu pihak meninggal dunia. 

4) Salah satu pihak ditaruh dalam pengampuan. 
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5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa 

lagi atas harta yang menjadi harta syirkah. 

6) Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 

syirkah.
32

 

f. Aplikasi Syirkah di Indonesia 

Dalam praktiknya, konsep syirkah  digunakan dalam 

kelembagaan koperasi yang berkonsep non – bunga (syariah). 

Selain itu konsep ini juga digunkan dalam transaksi musyarakah 

yang biasa digunakan pada bank syariah maupun pada lembaga 

keuangan lain yang menggunakan konsep syariah. 

Sebelum melakukan akad syirkah, terlebih dahulu harus ada 

kontrak yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu: 

1) Dalam transaksi musyarakah, pihak pengusaha harus ikut serta 

dalam permodalan. 

2) Pihak pemilik dana memiliki hak untuk intervensi dalam 

kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali 

ditandatangani. 

3) Dalam hal pembiayaan dan pembagian hasil keuntungan harus 

ditentukan diawal. Dalam hal ini ada dua model dalam 

pembiayaan syariah 
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6. Koperasi Syariah 

Koperasi Syariah yang dalam penelitian ini dipersempit menjadi 

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mempunyai 

pengertian sebagai koperasi yang kegiatan usahanya meliputi 

simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk 

mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf. 

a. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah 

1) Pengurus Koperasi 

Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat 

dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan 

usaha koperasi.  

Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Koperasi 

serta diangkat dalam Rapat Anggota. Sehingga syarat utama 

yang harus di penuhi untuk menjadi pengurus koperasi adalah 

harus anggota koperasi tersebut. Syarat selanjutnya yaitu : 

a) Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) 

tahun. 

b) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) 

tahun sebelum pengangkatan. 
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c) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda 

sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, 

pengelola.  

d) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus 

diatur dalam Anggaran Dasar masing – masing koperasi.
33

 

2) Pengawas Koperasi 

Pengawas koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat 

dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

Pemilihan pengawas KSP dilakukan dari dan oleh anggota 

Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota. Syarat untuk 

menjadi pengawas sama dengan syarat dalam menjadi 

pengurus koperasi.
34

 

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

a) Pengertian Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih 

oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan 

rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli 

dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai 

pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan 

berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap 

fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. 
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b) Ketentuan – ketentuan yang berkaitang dengan pemilihan 

Dewan Pengawas Syariah yaitu :  

 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatan. 

 Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan 

semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain. 

 Anggota DPS ditetapkan dalam rapat anggota. 

 Jumlah DPS paling sedikit adalah dua orang. 

 DPS diutamakan dari anggota koperasi dan dapat 

diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan 

paling lama 2 (dua) tahun. 

c) Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Koperasi 

Keberadaan DPS dalam koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah yaitu bertugas untuk : 

 Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan 

pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai 

dengan prinsip syariah. 

 Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah 

atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan 

oleh KSPPS. 

 Mengawasi pengembangan produk baru. 
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 Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru 

yang belum ada fatwanya.
35

 

4) Pengelola Koperasi 

Pengelola koperasi adalah anggota koperasi atau pihak 

ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk 

mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.  

Penentuan seorang anggota untuk dipilih menjadi pengelola 

koperasi selain harus mempunyai kompetensi dalam 

perkoperasian juga harus memenuhi syarat seperti yang 

disebutkan dalam persyaratan untuk menjadi pengawas atau 

pengurus koperasi.
36

 

b. Modal Usaha Awal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah 

Modal usaha awal dalam pendirian koperasi bisa berasal atau 

dihimpun dari simpanan pokok dan simpana sukarela atau bisa 

juga berasal dari hibah.  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya 

yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi 

anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib 

adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib 

dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 
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tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota. 

Modal usaha minimal dalam pembentukan sebuah Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yaitu : 

1) Modal koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. 

2) Modal koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan 

sebesar Rp75.000.000,00. 

3) Modal koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 

Provinsi ditetapkan sebesar Rp 375.000.000,00.
37

 

c. Karakteristik Koperasi Syariah 

Karakteristik yang terdapat dalam koperasi syariah, yaitu : 

1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha. 

2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba) 

3) Berfungsinya institusi ziswaf. 

4) Mengakui mekanisme pasar yang ada. 

5) Mengakui motif mencari keuntungan. 

6) Mengakui kebebasan berusaha. 

7) Mengakui adanya hak bersama.
38
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7. Penilaian Kinerja Koperasi Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Positif  

Pedoman yang digunakan dalam penilaian kinerja koperasi syariah 

berdasarkan perspektif hukum positif adalah berdasarkan Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan nomor 

07/Per/Dep.6/IV/2016 ini merupakan peraturan tentang pedoman 

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah 

dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
39

  

Dalam peraturan ini terdapat delapan (8) aspek yang kemudian 

masing – masing aspek akan dibagi menjadi beberapa komponen. 

Adapun aspek dan komponen  yang di analisis dalam peraturan ini 

untuk mendapatkan hasil tentang kinerja koperasi syariah adalah 

sebagai berikut : 

a. Permodalan 

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal 

             

           
      

2) Rasio Kecukupan Modal (CAR) 

                

                                        
      

b. Kualitas Aktiva Produktif 

                                                             
39
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1) Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap 

Jumlah Piutang Dan Pembiayaan 

                                        

                              
      

2) Rasio Portofolio Terhadap Piutang Berisiko Dan Pembiayaan 

Berisiko PAR (Portfolio Asset Risk) 

                          

                              
      

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang 

Wajib Dibentuk (PPAPWD) 

    

       
      

 

c. Manajemen 
40

 

Penilaian aspek manajemen koperasi simpan pinjam syariah 

meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum, 

Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, 

Manajemen likuiditas. Aspek manajemen ini dinilai dengan metode  

wawancara terstruktur dengan pimpinan atau pegawai koperasi 

yang bersangkutan. 

d. Efisiensi  

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto 

                                                             
40
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2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset 

             

           
      

3) Rasio Efisiensi Pelayanan 

                             

                              
      

e. Likuiditas 

1) Rasio Kas 

        

                 
      

2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima 

                

                   
      

 

f. Jati diri Koperasi
41

 

1) Rasio Partisipasi Bruto 

                        

                                               
      

2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) 

                      

                                    
      

g. Kemandirian dan Pertumbuhan 

                                                             
41
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1) Rentabilitas Aset Adalah Kemampuan Aktiva Yang Digunakan 

Dalam Menghasilkan Sisa Hasil Usaha 

                                  

          
      

2) Rentabilitas Ekuitas Adalah Kemampuan Ekuitas Dalam 

Menghasilkan Sisa Hasil Usaha Bagian Anggota 

                  

              
      

3) Kemandirian Operasional Pelayanan Adalah Kemampuan 

Pendapatan Operasional Dalam Menutupi Biaya Operasional 

                

                            
      

h. Kepatuhan Prinsip Syariah 

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk 

menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh 

koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga 

keuangan syariah. Aspek kepatuhan prinsip syariah ini dinilai 

dengan metode  wawancara terstruktur dengan pimpinan atau 

pegawai koperasi yang bersangkutan.
42

 

 

8. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) 

Koperasi Syariah 

Untuk mendapatkan hasil akhir dari kinerja atau kesehatan 

koperasi syariah, maka setiap komponen dan aspek yang telah di 
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analisis akan mendapatkan bobot (nilai) tersendiri yang kemudian akan 

dijumlahkan dan ditentukan hasil kinerja koperasi syariah yang di 

dapat. Bobot dari setiap aspek tersebut yaitu : 

Tabel 2.2  

Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi Syariah 
43

 

 

No Aspek Yang Dinilai Komponen 
Bobot 

Penilaian (%) 

1 Permodalan  
Rasio modal sendiri terhadap modal 5 

10 
Rasio kecukupan modal (CAR) 5 

2 Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang 

bermasalah terhadap jumlah piutang 

dan pembiayaan 

10 

20 
Rasio portofolio pembiayaan beresiko 5 

Rasio penyisia penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) 
5 

3 Manajemen  

Manajemen umum 3 

15 

Kelembagaan  3 

Manajemen permodalan 3 

Manajemen aktiva 3 

Manajemen likuiditas 3 

4 Efisiensi  

Rasio biaya operasional terhadap 

partisipasi bruto 
4 

10 
Rasio aktiva tetap terhadap total aset 4 

Rasio efisiensi pelayanan 2 

5 Likuiditas  

Cash rasio 10 

15 Rasio pembiayaan terhadap dana yang 

diterima 
5 

6 Jati Diri Koperasi 
Rasio partisipasi bruto 5 

10 
Rasio partisipasi ekonomi anggota 5 

7 
Kemandirian dan 

Pertumbuhan 

Rentabilitas aset 3 

10 Rentabilitas ekuitas 3 

Kemandirian operasional pelayanan 4 

8 Kepatuhan Prinsip Syariah Pelaksanaan prinsip - prinsip syariah 10 10 

TOTAL   100 
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9. Koperasi Konvensional 

Koperasi konvensinal yang dalam pembahasan kali ini dipersempit 

dalam ruang lingkup koperasi simpan pinjam mempunyai pengertian 

sebagai koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha 

simpan pinjam. 

a. Pengertian Koperasi 

Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usahayang 

beranggotakan orang - seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.
44

 

 

 

b. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 

Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan 

Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Serta berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.  

Tujuan dengan adanya Koperasi adalah untuk  memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 
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makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 

1945.
45

 

c. Fungsi dan Peran Koperasi 

Keberadaan koperasi mempunyai fungsi dan peran tersendiri 

dimasyarakat, yaitu : 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya. 

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat . 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
46

 

d. Prinsip Koperasi 

Prinsip yang dijalankan atau dilaksanakan dalam kegiatan 

koperasi, yaitu : 

1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 

2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 
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3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing - masing anggota. 

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

5) Kemandirian. 

Selain itu koperasi juga melaksanakan prinsip lain, yaitu : 

1) Pendidikan perkoperasian, dan  

2) Kerja sama antar Koperasi.
47

 

e. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam 

Struktur organisasi yang ada di koperasi konvensional atau 

KSP sama dengan struktur organisasi di koperasi syariah atau 

KSPPS, yang membedakan adalah dalam koperasi konvensional 

tidak terdapat struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

keorganisasian koperasi. 

 

f. Modal Usaha Awal Koperasi Koperasi Simpan Pinjam 

Modal usaha awal pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

adalah sama dengan modal awal yang diperlukan dalam 

pembentukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS).
48

 

 

10. Penilaian Kinerja Koperasi Konvensional Dalam Perspektif 

Hukum Positif  
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Pedoman yang digunakan dalam penilaian kinerja koperasi 

Konvensional berdasarkan perspektif hukum positif adalah 

berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 ini 

merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
49

  

Adapun aspek – aspek  yang di analisis peneliti yang akan 

dijadikan sebagai pedoman penilaian kesehatan Koperasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Permodalan 

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

             

          
      

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang 

Beresiko 

             

                                
      

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

                

                                        
      

b. Kualitas Aktiva Produktif 
50
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1) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume 

Pinjaman Yang Diberikan 

                            

                
      

2) Rasio Resiko Pibnjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang 

Diberikan 

                   

                   
      

3) Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah 

               

                   
      

4) Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang 

Diberikan  

                 

                       
      

c. Manajemen 

Penilaian aspek manajemen koperasi simpan pinjam syariah 

meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum, 

Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, 

Manajemen likuiditas. Aspek manajemen ini dinilai dengan metode  

wawancara terstruktur dengan pimpinan atau pegawai koperasi 

yang bersangkutan. 

d. Efisiensi  

1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 
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2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

            

          
      

3) Rasio Efisiensi Pelayanan 

               

                
      

e. Likuiditas 

1) Rasio Kas 

        

                 
      

2) Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang 

Diterima 

                       

                   
      

f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
51

 

1) Rentabilitas Aset  

                 

          
      

2) Rentabilitas Modal Sendiri 

                  

                    
      

3) Kemandirian Operasional Pelayanan 
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g. Jati diri Koperasi 

1) Rasio Partisipasi Bruto 

                 

                             
      

2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)
 52

 

   

                              
      

 

11. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) 

Koperasi Konvensional 

Untuk mendapatkan hasil akhir dari kinerja atau kesehatan koperasi 

syariah, maka setiap komponen dan aspek yang telah di analisis akan 

mendapatkan bobot (nilai) tersendiri yang kemudian akan dijumlahkan 

dan ditentukan hasil kinerja koperasi syariah yang di dapat. Bobot dari 

setiap aspek tersebut yaitu : 

Tabel 2.3 

Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi konvensional
53

 

 

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Komponen 

Bobot 

Penilaian (%) 

1 Permodalan  

Rasio modal sendiri terhadap aset 6 

15 
Rasio Modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 

yang beresiko 
6 

Rasio kecukupan modal modal sendiri 3 

2 
Kualitas Aktiva 

Produktif 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman yang diberikan 
10 

25 
Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman 

yang diberikan 
5 
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Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah 5 

Rasio pinjaman yang beisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan 
5 

3 Manajemen  

Manajemen umum 3 

15 

Kelembagaan  3 

Manajemen permodalan 3 

Manajemen aktiva 3 

Manajemen likuiditas 3 

4 Efisiensi  

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi 

bruto 
4 

10 
Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 4 

Rasio efisiensi pelayanan 2 

5 Likuiditas  

Cash rasio 10 

15 Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang 

diterima 
5 

7 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuhan 

Rentabilitas aset 3 

10 Rentabilitas modal sendiri 3 

Kemandirian operasional pelayanan 4 

6 
Jati Diri 

Koperasi 

Rasio partisipasi bruto 7 
10 

Rasio partisipasi ekonomi anggota 3 

TOTAL   100 

12. Faktor Lain Yang Mempengaruh Penilaian Kesehatan 

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

akhir penilaian kesehatan koperasi syariah maupun koperasi 

konvensional. Faktor – faktor tersebut yaitu : 

a. Faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan koperasi : 

1) Pelanggaran terhadap ketentuan intern maupun ekstern. 

2) Salah satu pembukuan tertunda pembukuannya. 

3) Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai prosedur. 

4) Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 

kali berturut – turut. 
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5) Mempunyai volume pembiayaan dia tas Rp 2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi tidak diaudit oleh 

akuntan publik. 

6) Manajer Unit Koperasi  belum diberikan wewenang penuh 

untuk mengelola usaha. 

b. Faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan koperasi 

langsung menjadi tidak sehat 

1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan 

menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan. 

2) Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama 

yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan 

dengan baik. 

3) Rekayasa pembukuan atau widow dressing dalam pembukuan 

sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap 

koperasi. 

4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam 

laporan koperasinya.
54

 

 

B. ALUR BERPIKIR 

Penelitian ini akan berusaha untuk menganalisa kinerja kopersi 

ditinjau dari hukum Islam dan peraturan deputi bidang pengawasan 

kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang pedoman 
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 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. 
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penilaian kesehatan. Peraturan deputi yang dimaksud adalah peraturan 

deputi bidang pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil dan 

menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 akan digunakan sebagai pedoman 

penilaian kesehatan koperasi konvensional. Sedangkan peraturan deputi 

bidang pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah 

No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 akan digunakan sebagai pedoman penilaian 

kesehatan koperasi syariah. 

Secara keseluruhan mengenai alur berpikir pada peneliatian bisa 

dilihat pada bagan dibawah ini : 
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KINERJA 
KOPERASI  

Koperasi Syariah - 

Koperasi Simpan 
Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) 

Peraturan Deputi Bidang 
Pengawasan Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah  

Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016  

1. Aspek Permodalan  

(2 elemen) 

2. Aspek Kualitas 
Aktiva Produktif  

(3 Komponen) 

3. Aspek Manajemen  

(5 Komponen) 

4. Aspek Efisiensi  

(3 Komponen) 

5. Aspek Likuiditas  

(2 Komponen) 

6. Aspek Jati Diri 
Koperasi 

(2 Komponen) 

7. Aspek Kemandirian 
dan Pertumbuhan 

(3 Komponen) 

8. Aspek Kepatuhan 
Prinsip Syariah 

(1 Komponen) 

Hukum Islam 

Koperasi 
Konvensional - 

Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) 

Hukum Islam 

Peraturan Deputi Bidang 
Pengawasan Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah  

Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016  

1. Aspek Permodalan 

(3 Komponen) 

2. Aspek Kualitas 
Aktiva Produktif 

(3 Komponen) 

3. Aspek Manajemen 

(5 Komponen) 

4. Aspek Efisiensi 

(3 Komponen) 

5. Aspek Likuiditas 

(2 Komponen) 

6. Aspek Jati Diri 
Koperasi 

(2 Komponen) 

7. Aspek Kemandirian 
dan Pertumbuhan 

(3 Komponen) 
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C. PENELITIAN TERHAHULU 

 Beberapa penelitian – penelitian yang atau serupa dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu : 

Penelitian oleh Lilik Wijiastuti. Penelitiannya bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesehatan pada koperasi di Kabupaten Pacitan dilihat 

dari kinerja keuangan tahun 2010 dan untuk mengetahui kebijakan 

manajemen yang dilaksanakan berdasarkan hasil tingkat kesehatan pada 

koperasi tersebut. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil data 

berdasarkan kondisi keuangan dan kelembagaan di tahun 2010, dengan 

mengambil sampel sebanyak 30 koperasi KSP/USP di Kabupaten Pacitan. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan KSP/USP 

pada 30 koperasi sampel dari penelitian adalah bahwa satu koperasi 

memperoleh predikat sehat, satu koperasi memperoleh predikat kurang 

sehat, dan dua puluh delapan koperasi memperoleh predikat cukup sehat. 

Aspek yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan adalah aspek 

manajemen, likuiditas, kemandirian dan jati diri koperasi. Sedangkan 

lainnya memperoleh skor yang cukup tinggi.
55

  

Penelitian oleh Khoirunnisak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

tingkat kesehatan Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan Berdasarkan 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 pada Periode 2009 – 2011. Hasil penelitiannya 

yaitu untuk rasio permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek 
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 Lilik Wijiastuti, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pacitan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 02 Tahun  2008” (Tesis, Universitas 

Muhammadiyah Sirakarta, Surakarta, 2011) 
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manajemen, aspek Efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemadirian koperasi, 

aspek jati diri koperasi, dan aspek yang terakhir prinsip syariah mencapai 

skor rata – rata keseluruhan adalah 71,79 dari periode 2009 – 2011. 

Sehingga diperoleh predikat cukup sehat pada koperasi tersebut.
56

 

Studi yang dilakuakn oleh Alfi Rohmaning Tyas. Tujuan penelitian ini 

ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam 

Mukti Bina Usaha tahun 2011 – 2013. Hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011 – 2013 adalah 

cukup sehat. Dengan skor penilaian tahun 2011 adalah 69,10, tahun 2012 

adalah 67,35 dan tahun 2013 adalah 67,60.
57

 

Penelitian oleh Yuni Astuti Dwi Suryani. Tujuan penelitiannya yaitu 

untuk mengetahui tingkat kesehatan USP KPRI “PGP” kec. prembun, 

Kab. Kebumen tahun 2011 – 2012 dilihat dari aspek permodalan, kualitas 

aktiva produktif, manajemen, efisien, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbhan serta jati diri koperasi. Dan juga bertujuan untuk mengetahui 

perkembanagan tingkat kesehatan USP KPRI “PGP” kec. prembun, Kab. 

Kebumen tahun 2011 – 2012 berdasarkan peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM tahun 2009. Hasil penelitiannya aspek permodalan 

cukup sehat, aspek kualitas produktif kategorinya cukup sehat, aspek 

manahemen kategorinya cukup sehat, aspek efisiensi kategorinya kurang 
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 Khoirunnisak, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Menurut Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus Koperasi 

Pemuda Buana Kota Pekalongan) Periode 2009 – 2011”, (Skripsi, STAIN Pekalongan: 2012). 
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 Alfi Rohmaning Tyas, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha 

Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011 – 2013”, (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2014). 
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sehat, aspek likuiditas kategorinya tidak sehat, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan kategorinya cukup sehat, aspek jati diri koperasi kategorinya 

kurang sehat. Secara keseluruhan tahun 2011 USP KPRI “PGP” 

berpredikat kurang sehat kemudian tahun 2012 berpredikat cukup sehat.
58

 

Penelitian yang dilakukan oleh Suprihantosa Sugiarto. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui penilaian aspek kesehatan BMT 

Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012. Serta mengetahui 

tingkat kesehatan BMT Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan 

Menteri Nomor35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada tahun 2011 BMT Artha 

Buana Syariah berpredikat kurang sehat dengan skor  65,44. Sedangkan 

tahun 2012 mengalami kenaikan predikat yaitu menjadi cukup sehat 

dengan skor 67,10.
 59

 

Jurnal yang ditulis oleh Pandi Afandi, seorang dosen tetap STIE AMA 

Salatiga. Beliau melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

kinerja keuangan Koperasi BMT Arafah. Dan juga untuk mengetahui 

tingkat kesehatan Koperasi BMT Arafah di Kabupaten Semarang ditinjau 

dari aspek keuangan. Hasil penelitiannya yaitu aspek permodalan koperasi 

berkriteria sehat, aspek kualitas aktifa produktif berkategori lancar, tidak 
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 Yuni Astuti Dwi Suryani, “Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (PGP) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen”, (Skripsi, Universitas 

Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015). 
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 Suprihantosa Sugiarto, “Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Menteri 

Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana Syariah Ds. Canggu Kec. 

Badas Kab. Kediri)”, (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2013). 
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beresiko tetapi ada macet, aspek efisiensi berkategori baik dan efisien, 

aspek likuiditas berkategori “likuid dan cukup likuid, aspek kemandirian 

dan pertumbuhan koperasi brkategori kurang dan tinggi. Sedangkan 

tingkat kesehatan Koperasi BMT Arafah ditinjau dari aspek keuangan 

mempunyai predikat ”sehat” dari tahun 2011 sampai tahun 2013.
60

 

Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin Yusuf. Jurnal tersebut berisi 

penelitian yang bertujuan menilai kinerja Koperasi al – Munawarah 

berdasarkan peraturan Menteri No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Hasil dari 

penelitiannya yaitu KJKS al – Munawwarah mendapatkan skor 73,65 

sehingga kinerja atau tingkat kesehatannya adalah cukup sehat.
61

 

Jurnal yang ditulis oleh Rizal Asdhiwitanto, Dwiatmanto dan Devi 

Farah Azizah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hasil kinerja 

kesehatn Koperasi Primer Tursina pada tahun 2013 sesuai dengan standar 

klasifikasi koperasi menurut surat keputusan menteri koperasi dan usaha 

kecil dan menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Hasil penelitiannya 

adalah Koperasi Primer Tursina pada tahun 2013 masuk kedalam 

golongan koperasi dengan predikat cukup sehat dengan akumulasi 

persentase skor sebesar 69,3%.
62
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 Pandi Afandi , “Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi 

KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang”,  Among Makarti, (Juli 2014), Vol 7 
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 Burhanudddin Yusuf, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syaraiah”,  Jurnal Bisnis dan 

Manajemen, (April 2016), Vol 6: 101 – 112. 
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 Rizal Asdhiwitanto, Dwiatmanto dan Devi Farah Azizah, “Penilaian Kinerja Kesehatan 

Koperasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), (November 2015), Vol 28: 1 – 
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Beberapa aspek yang membedakan penelitian kali ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu :  

1. Penelitian ini menggunakan pedoman penilaian kinerja koperasi 

terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian 

kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Dan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan 

Usaha Kecil Dan Menengah nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang 

pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah 

koperasi. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan Hukum 

Islam sebagai pedoman penilaian kinerja koperasi. Sedangkan di 

penelitian terdahulu masih dan hanya menggunakan Peraturan Menteri 

Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 atau Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM RI No. 02 Tahun 2008. 

2. Penelitian ini meneliti kinerja dari dua jenis koperasi yaitu koperasi 

syariah dan koperasi konvensional. Sedangkan dalam penelitian 

terdahulu hanya meneliti satu jenis koperasi saja, hanya koperasi 

konvensional saja atau koperasi syariah saja. 

3. Penelitian ini meneliti kinerja koperasi dari dua perspektif yaitu 

perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Hukum positif 

yang digunakan yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 
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Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Sedangkan 

penelitian terdahulu penilaian kinerja koperasi hanya dilihat dari 

perspektif hukum positif saja yaitu berupa Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM. 

4. Penelitian ini menggunkan tahun buku penelitian hanya pada rentang 

tahun sebanyak satu tahun saja yaitu tahun 2016. Hal ini dikarenakan 

penelitian ini tidak untuk melihat perbandingan atau perkembangan 

kinerja dari suatu koperasi. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan tahun buku dengan rentang tahun sebanyak 3 tahun, 2 

tahun dan ada juga yang satu tahun. 

 

Untuk lebih memperjelas mengenai perbedaan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 

2.3 dibawah ini : 
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Tabel 2.4 

THEORITICAL MAPPING  

PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN  

TENTANG PENILAIAN KINERJA ATAU KESEHATAN KOPERASI 
63

 

 

N

o 
Nama Tujuan Penelitian 

Tahun Buku 

Penelitian 
Obyek Penelitian 

Pedoman Penilaian Kinerja 

Koperasi 

Jenis 

Penelitian 

PENELITIAN TERDAHULU 

1  Lilik Wijiastuti  Mengetahui tingkat kesehatan pada koperasi di 

Kabupaten Pacitan dilihat dari kinerja keuangan tahun 

2010  

 Mengetahui kebijakan manajemen yang dilaksanakan 

berdasarkan hasil tingkat kesehatan pada koperasi 

tersebut 

2010 Koperasi di Kabupaten 

Pacitan 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM  

No. 02 Tahun  2008 

Tesis 

2 Khoirunnisak Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Pemuda Buana 

Kota Pekalongan Berdasarkan Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 pada Periode 2009 – 2011 

2009 – 2011  Koperasi Pemuda Buana 

Kota Pekalongan 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

Skripsi 

3 Alfi 

Rohmaning 

Tyas 

 

Mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam 

Mukti Bina Usaha tahun 2011 – 2013. 

2011 – 2013 Koperasi Simpan Pinjam 

Mukti Bina Usaha  

Kota Banjar  

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Skripsi 
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 Data diolah. 
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4 Yuni Astuti 

Dwi Suryani 

 Mengetahui tingkat kesehatan USP KPRI “PGP” kec. 

prembun, Kab. Kebumen tahun 2011 – 2012 dilihat 

dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisien, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbhan serta jati diri koperasi.  

 Mengetahui perkembanagan tingkat kesehatan USP 

KPRI “PGP” kec. prembun, Kab. Kebumen tahun 

2011 – 2012 berdasarkan peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM tahun 2009 

2011 – 2012 Unit Simpan Pinjam 

(USP) Koperasi Pegawai 

Negeri Republik 

Indonesia  

(KPRI) Paguyuban Guru 

Prembun (PGP) 

Kab. Kebumen 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Skripsi 

5. Suprihantosa 

Sugiarto 

 Mengetahui penilaian aspek kesehatan BMT Artha 

Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012.  

 Mengetahui tingkat kesehatan BMT Artha Buana 

Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012. 

2011 – 2012  BMT Artha Buana 

Syariah  

Kab. Kediri 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 

Skripsi 

6 Pandi Afandi  Mengetahui kinerja keuangan Koperasi BMT Arafah.  

 Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi BMT Arafah 

di ditinjau dari aspek keuangan 

2011 – 2013  Koperasi BMT Arafah 

Kabupaten Semarang 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 

Jurnal 

7 Burhanuddin 

Yusuf 

Menilai kinerja Koperasi al – Munawarah berdasarkan 

peraturan Menteri No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

- Koperasi al - Munawarah  

Kota Tangerang 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 

Jurnal 
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8  Rizal 

Asdhiwitanto 

 Dwiatmanto 

 Devi Farah 

Azizah 

Mengetahui hasil kinerja kesehatan Koperasi Primer 

Tursina pada tahun 2013 sesuai dengan standar klasifikasi 

koperasi menurut surat keputusan menteri koperasi dan 

usaha kecil dan menengah No. 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

 

2013 Koperasi Primer Tursina 

Surabaya 

Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 

Jurnal 

PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN 

Suprihantosa 

Sugiarto 

 Untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi syariah di 

Kab. Kediri dalam perspektif  hukum Islam 

 Untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi 

konvensional di Kab. Kediri dalam perspektif  hukum 

Islam. 

 Untuk menguji penilaian kinerja koperasi syariah di 

Kab. Kediri dalam perspektif Perdep bidang 

pengawasan kementrian koperasi dan UKM. 

 Untuk menguji penilaian kinerja koperasi konvensional 

di Kab. Kediri dalam perspektif Perdep bidang 

pengawasan kementrian koperasi dan UKM 

2016 Koperasi Syariah dan 

Koperasi Konvensional 

di 

Kabupaten Kediri 

(KJKS Artha Buana 

Syaraiah dan KSP 

Madania Wanita Karya) 

 Peraturan Deputi (Perdep) 

bidang pengawasan 

kementrian koperasi dan 

usaha kecil dan menengah 

mengeluarkan Peraturan  

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 & 

No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 

 Hukum Islam 

Tesis 

 


